Nomor
Sifal
Lampiran

Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Bengkulu Curup Km. 20 Ujung Knrang

Karang Tinggi, 14 Februari 2022

180132182 /o022 Kepada Yth. :
. Penting (Nama- nama terlampir)
- 3 (Tiga) Lembar
. Undangan di -

Tempal

Bersama ini  kami menghnrﬂpkan kehadiran Eﬂpﬂkﬂhu‘
Saudara pada

HariTanggal : Kamis/ 17 Februari 2022

Raperbup
- 1. Pukul 10.00 s.d 11.30 Pembahasan |
Jam/ Acara 1. Pu ontang._ Pakaian o

dan Atribut Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan
pemerintah  Kabupaten
Bengkulu Tengah;

2. Pukul 11.30 5.d 1230 Pembahasan Raperbup
tentang Penyelenggaraan
Saty Data Indonesia di
Kabupaten Bengkulu
Tengah;

3. Pukul 13.00 s.d 14.30 Pembahasan Raperbup
tentang Petunjuk Teknis
Fasiltasi Pembangunan
Kebun Masyarakat Sekitar
yang Berasal dan Lahan
Perusahaan di Kabupaten
Bengkulu Tengah;

Tempal ' Ruang Rapat Bupali Sekretariat Daerah Kabupaten

Bengkulu Tengah

a.n. BUPATI BENGKULU TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

AT~

EDY HER@ANSYAH, S.Si_M.Sc. Ph.D
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19620704 198703 1 003

i tkan kepada Yth.

Bapak Bupati Bengkuly Tenga

e
™

h di Karang Tinggi (sebagai laporan)

Dipindai dengan CamScanner



Lampiran Il Surat Sekretaris Daerah
|80/ 32 /B.2 /2032

Nomor
Tanggal : 14 Februar 2022

DAFTAR UNDANGAN RAPAT
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

guEﬂti Bengkulu Tengah;

ekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

Asisten Pemerintahan dan Keseé}ghmman Rakyat Sekrelariat Daerah Kabupaten
Engklﬂu

EE_ﬁgkulu Tengah:
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten B

Tengah:

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu T‘-‘”%E“- s
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkuh.lr engan,
:‘Epﬂ'ﬂ Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengal
nspektur Kabupaten Bengkulu Tengah; #
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi

Kabupaten Bengkulu Tengah;

; h
K ' i taan Ruang Kabupaten Bengkulu Tenga
epala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang en Bengkulu Tengah

b Eepafa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip:I Kabupal
. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah; :
. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu ;:SQES{EH
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu up

Bengkulu Tengah; |
15. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, 7
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah!
17. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah; |

18. Kepala Badan Penanggulangn Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

19, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah; :
20. Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu; _
21. Tenaga Ahli Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

@A -

Y

a.n. BUPATI BENGKULU TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

AT,

EDY HERMANSYAH. S Si M Sc Ph D
Pembina Utama Madya (V/d)
NIP.19620704 198703 1 003

PN &  » - -
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PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

) DINAS KQMUNlKSABL INFORMATIKA DAN STATISTIK
/ M. Mayn Bunghouhs Corp Km. 20 Ujung Karang Kecamatan Karang Tingsl

Kabmpaten Danghulu Tangah
NOTULEN RAPAT
[ WAKTU PELAKSANAAN
- Hari ! Kamis
" Tanggal ¢ 17 Februari 2022
: 10,00 Wib ad selesad

Pulkul
Tempat ! Ruang Rapat Bupati

11, ACARA
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Penyelenggaraan Satu Pata
Indoneesia.
1I. JALANNYA RAPAT k
Rapat di pimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat dan

dihadiri oleh undangan rapat.
ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5)

. V. HASIL RAPAT
l.  ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 : at (5)
dalam penyebutan di Kosinderan menimbang dihapuskan, menjadi :
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupatl
Satu Data Indonesia di Kabupaten Bengkulu

tentang Penyelenggaraan
Tengah. .
Kepala Daerah dalam Ketentuan Umum Pasal 1 dirubah

2. Penyebutan
menjadi “Bupati®. i
Penyebutan * di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Peraturan Bupati im

3.
diganti atau disederhanakan menjadi “ di daerah”.
Pasal 5 ayat (2} dirubah “ Penulisan Tingkat Kabupaten B-nngkuh{
Tengah dirubah menjadi “Tingkat Daerah’, menjadi Pembina Data, Wali

Data, dan Wali Data Pendukung sebagaimana dimaksud pada‘ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, berkomunikasi dan berkoordinasi melalui

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
5. Pasal 6 ayat (2) dan (3) disederhanakan menjadi Pasal (2) dan
Penyebutan nama OPD dirubah, menjadi : Pembina Data untuk Data

Statistik, dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang

melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang statistik.
Pasal 6 ayat(4) dan (5) disederhanakan menjadi Pasal (3) dan Penyebutan

6.
nama OPD dirubah, menjadi : Pembina Data untuk Data Geospasial,
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
atau di beri penugasan untuk menyelenggarakan urusan Informasi

Geospasial,

7. Pasal 7, ayat (2) dan (3) disederhanakan menjadi pasal (2) dan
Penyebutan nama OPD dirubah, menjadi : walidata dilaksanakan oleh
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendataan dan

statistik.
Pasal 8 ayat (2) kalimat “yang mengelola basis data” dirubah menjadi

8.
“yang menyelenggarakan urusan”, menjadi:
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan

Pembangunan Daerah; :
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah;
¢. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian,

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Informasi
Geospasial Tematik;




10,

11.

12.

13.

14.

135.

16.

17.

18.

19,

Kependu dukan

Perangkat Dae
dan Catntan Q-I',;::TI yang menyelenggaralkan urusan
Kesejahteraas

f. Peran t
Snsia_l;gkﬂ Daerah vang menyelengparaloan urusan
. P inaan
g FPerangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pembin
Pcrixinfm'p

gglurahM'L dan Desa:
rangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan i :
rusan Pendidikans
aan; dan

. ll:e:-ﬂngkat Daerah yang menyelenggarakan u
JF;asaf r;ngdi‘:tﬂ;n?;‘;;ih yang menyelenggarakan urusan Kﬂb“'fzc‘.m: “Kepala
an satu ayat yaita : ayat (3) men] .

Perangkat Daerah scbagai i da ayat (2) menunjuk
- EAlTnans dimaksud pada ¥ Derangkat

]E)zt;iiﬂ_ untuk melaksanakan Pengelolaan Basis Dala r

Pasal 10 ayat (1) dirubah * Penulisan Tingkat Kabupaten Bﬂﬂﬂk“r};

Tengah dirubah menjadi “Tingkat Dacrah’ dan Penyebutan nams = .

dirubah menjadi Forum Satu Data Indonesia Tin t Da e

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikoordinasikan ole k

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanasan

Pembangunan Daerabh. 2 e

Pasal 10 ayat (2) ditambahkan kalimat “Tingkat Daerah”, menja da

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pa

ayat (1), terdiri atas :. ‘ 5 il

Pasal 10 ayat (3) ditambahkan kalimat “Tingkat Daerah’, _men_uﬂd :

Forum Satu Data Indonesia Tingkat %aﬂral'];l dbﬂk?m;;};iai RS

berkoordinasi dalam pen elenggaraan Satu Data onesia e o

Pasal 10 ayat (3) htlljrufyh “« di Kabupaten Bengkulu Tengah dirubah

menjadi “di Daerah”, menjadi : permasalahan terkait pelaksanaan Satu

Data Indonesia di Daerah. y o

Pasal 10 ayat (4) ditambahkan kalimat “Tingkat Daerah” menjadi : Forum

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaarn tugasnya dapat

menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait termasuk

selain Pemerintah seperti lembaga survey dan lembaga masyarakat

lainnya. £

Pasal 10 ayat (5) ditambahkan kalimat “Tingkat Daerah” menjadi : Forum

at Daerah melaksanakan pertemuan secara

Satu Data Indonesia Tingk
berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
pasal 10 ayat (6) ditambahkan kalimat “Tingkat Daerah” menjadi : Dalam
hal terdapat p an yang timbul dalam pertemuan koordinasi,
khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum
Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat meminta arahan kepada
Bupati
(6) ditambahkan kalimat “Tingkat Daerah” menjadi
Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan

Pasal 10 ayat
Bupati.
Bengkulu Tengah dirubah

Pembentukan Forum Satu
melalui Keputusan
Pasal 11 ayat (1) Penulisan Tingkat Kabupaten
menjadi : Forum Satu Data Indonesia Tingkat
tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum

menjadi “Tingkat Daerah”,
Daerah dalam pelaksanaan
Satu Data Indonesia
Pasal 11 ayat (2) huruf a,b, dan ¢ ditambahkan kalimat “Tingkat Daerah’
menjadi :
a. merr}b?ﬁkajfl dukungan dan pelayanan teknis operasional dan
administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
ata Indonesia Tingkat

b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Forum Satu D

Daerah;dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data
Indonesia Tingkat Daerah.
iadi : Sekretariat

gasal 11 ayat (3) PmyFbumn nama OPD dirubah, menj
! lt:l;um Satu Data bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan

Pembangunan Daerah.




pasal 11 ayat (4) ditambahkan kalimat “Tingkat Daerah” -
pembentukan Seckretariat Forum Satu Data lngﬂ’![:nnsi: 'Iﬁgk::tﬁ? dlm-;
ditetapkan melalui Keputusan Bupati. i
pasal 13 ayat (1) Penyebutan nama OPD dirubah, menjadi : Perencanaan
pData sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Pendataan
dan Statistik melalui kegiatan penentuan daftar Data yang akan
dikumpulkan ditahun selanjuinya.
BAB IV (LARANGAN) Pasal 20 dan BAB V (SANKSI) Pasal 21, di hapus.
EAEIJ\;D[PEND&NMN] Pasal 22 dirubah menjadi BAB IV lFEND!\NMN]
(=1 » '
BAB IV (PENDANAAN) Pasal 20 ditambahkan satu ayat menjadi :
(1) Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Dacrah
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat

Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber

dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. TN .
BAB VII (KETENTUAN PENUTUP) pasal 23 di rubah menjadi BAB V v
(KETENTUAN PENUTUP) Pasal 21.

pimpinan Rapat Notulen Rapat
Asisgen 1
1
\I (L
; Egga__r;a_m&—ﬁi‘ﬂ
Nurul Iwan Setiawan 5.50s NIP. 198403135201 1012004 ~

___‘_________.._—————_'-l-____—
NIP. 19710518 1990031002
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